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ABSTRAK -

CATATAN -

Bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan yang relevan,
adaptif, dan akuntabel di tengah dinamika perubahan kebijakan, kondisi fiskal
daerah, dan keadaan darurat, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana kerja Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan
asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi, keadaan keuangan
daerah, serta rencana program dan kegiatan, perlu dilakukan perubahan
rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Pasal
354 dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023;
UU No. 55 Tahun 2024; PP No. 17 Tahun 1980; Permendagri No. 86 Tahun 2017;
PERDAKO PADANG No. 4 Tahun 2012 ; No. 9 Tahun 2025.

Ketentuan umum; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2026 sebagai dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun
berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan 1l Tahun 2026 yang
menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; sistematika
Perubahan RKPD yang terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu Pendahuluan, Evaluasi
Hasil Triwulan Il Tahun 2026, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran
dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, dan
Penutup; kedudukan Perubahan RKPD sebagai dasar penetapan perubahan
rencana kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Perubahan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS), yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk
dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2026.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juni 2026.






